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Abstract 

The increasingly complex development of international trade has driven the emergence of various supply chain due 

diligence (SCDD) regulations at the regional and international levels. Regulations such as the German Supply Chain 

Due Diligence Act (LkSG), the French Duty of Vigilance Law, and the proposed European Union Corporate 

Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) pose significant legal challenges for business actors, particularly in 

developing countries. This study analyzes the main legal challenges faced in implementing SCDD laws, including 

aspects of jurisdiction, extraterritoriality, standard harmonization, compliance burdens for Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSMEs), and implications for the economic sovereignty of developing countries. The research method 

used is normative juridical with a comparative law analysis approach and document study. The results show that 

SCDD laws create a fragmented legal landscape that requires multilateral coordination mechanisms, special 

protection for MSMEs, and differentiated responsibilities approaches to ensure regulatory effectiveness without 

hindering developing countries' participation in global trade. 

 

Keywords: Supply Chain Due Diligence, Corporate Sustainability, Extraterritorial Jurisdiction, International Trade, 

Due Diligence Laws 

 

PENDAHULUAN 

Globalisasi ekonomi telah mengubah struktur perdagangan internasional dari model bilateral 

sederhana menjadi jaringan produksi global yang sangat terintegrasi. Menurut data World Trade 

Organization (WTO), nilai perdagangan barang global mencapai 25,3 triliun dolar Amerika Serikat pada 

tahun 2022, dengan sebagian besar transaksi melibatkan rantai pasok multinasional yang melintasi berbagai 

yurisdiksi hukum (WTO, 2023). Transformasi ini, meskipun membawa efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, 

juga menimbulkan risiko signifikan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik kerja paksa, 

kerusakan lingkungan, dan korupsi di sepanjang rantai pasok global. 

Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, berbagai yurisdiksi mulai mengembangkan kerangka 

hukum due diligence rantai pasok yang mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan 

memitigasi risiko negatif di seluruh rantai nilai mereka. Regulasi ini tidak lagi terbatas pada tanggung jawab 

perusahaan di wilayah yurisdiksi domisilinya, melainkan mencakup seluruh rantai pasok global, termasuk 

pemasok di negara berkembang yang mungkin memiliki standar regulasi yang berbeda. 

Perkembangan regulasi SCDD yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir meliputi: 1) 

French Duty of Vigilance Law (Loi no 2017-399) yang berlaku sejak 2017; 2) German Supply Chain Due 

Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz/LkSG) yang mulai berlaku penuh pada Januari 2023; 4) 

Norwegian Transparency Act (2022); 5) proposal Uni Eropa untuk Corporate Sustainability Due Diligence 

Directive (CSDDD) yang sedang dalam proses legislasi; serta 6) Modern Slavery Acts di Australia (2018) 
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dan Inggris (2015). Regulasi-regulasi ini menciptakan lanskap hukum yang kompleks dan seringkali 

tumpang tindih, menimbulkan berbagai tantangan hukum yang belum sepenuhnya terpecahkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

karakteristik hukum dari Supply Chain Due Diligence Laws yang berkembang dalam perdagangan 

internasional kontemporer? 2) Apa saja tantangan hukum utama yang dihadapi dalam implementasi SCDD 

Laws, khususnya terkait yurisdiksi extraterritorial, harmonisasi standar, dan beban kepatuhan bagi pelaku 

usaha? 3) Bagaimana implikasi hukum SCDD Laws terhadap partisipasi negara berkembang dalam 

perdagangan internasional dan kedaulatan ekonominya? 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis 

perbandingan hukum (comparative law approach) dan studi dokumen. Sumber data primer meliputi 

peraturan perundang-undangan internasional, perjanjian perdagangan, dan putusan pengadilan. Sumber data 

sekunder meliputi literatur ilmiah, laporan organisasi internasional, dan dokumen kebijakan. Analisis data 

dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Hukum Supply Chain Due Diligence Laws 

SCDD Laws menunjukkan variasi signifikan dalam hal cakupan yurisdiksi dan subjek hukumnya. 

German LkSG, misalnya, pada tahap awal berlaku bagi perusahaan dengan minimal 3.000 karyawan di 

Jerman, yang kemudian diturunkan menjadi 1.000 karyawan pada tahun 2024. Cakupan rantai pasoknya 

mencakup "own business area" (direct suppliers) dan "indirect suppliers" hanya ketika ada indikasi substantif 

mengenai pelanggaran (section 3 LkSG). 

French Duty of Vigilance Law memiliki cakupan yang lebih luas, berlaku bagi perusahaan-perusahaan 

besar yang mempekerjakan minimal 5.000 karyawan di Prancis atau 10.000 karyawan secara global. Yang 

menarik, regulasi Prancis tidak membatasi cakupan rantai pasok secara eksplisit, melainkan menggunakan 

konsep "supply chain" yang lebih luas, mencakup aktivitas perusahaan, perusahaan yang dikendalikannya, 

dan pemasok serta subkontraktor (Article L. 225-102-4 Code de commerce). 

Proposal CSDDD Uni Eropa, dalam versi terbarunya, bertujuan untuk mencakup perusahaan besar 

Uni Eropa (dengan lebih dari 500 karyawan dan omset global lebih dari 150 juta euro) serta perusahaan non-

UE yang memiliki omset signifikan di Uni Eropa. Cakupan rantai pasoknya meliputi aktivitas hulu 

(upstream) dan sebagian aktivitas hilir (downstream), termasuk distribusi, transportasi, dan penyimpanan. 

Kewajiban Hukum Utama 

Secara umum, SCDD Laws mengatur tiga kewajiban hukum utama: 

Pertama, kewajiban untuk melakukan due diligence. Ini merupakan kewajiban proses (obligation of 

conduct), bukan kewajiban hasil (obligation of result). Perusahaan tidak diwajibkan untuk menjamin tidak 

ada pelanggaran dalam rantai pasoknya, tetapi diwajibkan untuk melaksanakan proses due diligence yang 

memadai sesuai dengan risiko yang dihadapi. German LkSG mensyaratkan adanya risk analysis, adoption 

of policy statement, preventive measures, remedial measures, dan complaint procedures (sections 4-10 

LkSG). 

Kedua, kewajiban pelaporan dan transparansi. Perusahaan diwajibkan untuk mempublikasikan laporan 

due diligence mereka secara berkala. German LkSG mensyaratkan laporan tahunan yang diserahkan kepada 
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Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA). French Duty of Vigilance Law 

mewajibkan perusahaan untuk memasukkan rencana due diligence dalam laporan manajemen tahunan 

mereka. 

Ketiga, kewajiban pertanggungjawaban dan akses remedi. French Duty of Vigilance Law memberikan 

mekanisme litigasi yang kuat, di mana perusahaan dapat dikenai tanggung jawab perdata (civil liability) jika 

gagal memenuhi kewajiban due diligence-nya, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk 

memperoleh kompensasi. German LkSG, di sisi lain, pada awalnya lebih fokus pada administrative 

sanctions, namun telah diperkuat dengan mekanisme civil liability melalui Supply Chain Due Diligence Act 

(Amendment) yang diantisipasi. 

Sanksi dan Mekanisme Penegakan 

Sanksi dalam SCDD Laws bervariasi dari administrative fines hingga civil liability. German LkSG 

memberikan sanksi administratif berupa denda hingga 8 juta euro, atau hingga 2% dari omset global untuk 

perusahaan dengan omset lebih dari 400 juta euro. Selain itu, perusahaan yang melanggar dapat dilarang dari 

pengadaan pemerintah Jerman hingga tiga tahun (section 25 LkSG). 

French Duty of Vigilance Law memberikan basis untuk civil liability, di mana pengadilan dapat 

memerintahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban due diligence-nya dan membayar ganti rugi atas 

kerugian yang disebabkan oleh kegagalan tersebut. Mekanisme ini telah diuji dalam beberapa kasus litigasi, 

termasuk gugatan terhadap TotalEnergies dan EDF. 

Proposal CSDDD mencakup sanksi administratif yang signifikan, dengan denda minimal 5% dari 

omset bersih dunia perusahaan untuk pelanggaran paling serius. Selain itu, perusahaan dapat dikenai liability 

perdata atas kerugian yang disebabkan oleh kegagalan mereka untuk melakukan due diligence yang 

memadai. 

 

Tantangan Hukum Dalam Implementasi Scdd Laws 

Tantangan Yurisdiksi Extraterritorial 

Salah satu tantangan hukum paling fundamental dalam SCDD Laws adalah aspek extraterritoriality-

nya. SCDD Laws secara inheren mengatur perilaku di luar wilayah yurisdiksi negara yang mengadopsinya, 

karena rantai pasok global melintasi berbagai negara. Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai 

legitimasi hukum dan potensi konflik dengan prinsip kedaulatan negara lain. 

Dalam hukum internasional, yurisdiksi extraterritorial umumnya dibenarkan berdasarkan beberapa 

prinsip: (1) prinsip teritorialitas objektif, di mana negara dapat mengatur perilaku di luar wilayahnya yang 

memiliki efek substantif di dalam wilayahnya; (2) prinsip nasionalitas aktif, di mana negara mengatur 

perilaku warga negaranya di luar wilayahnya; dan (3) prinsip universalitas untuk kejahatan tertentu. 

SCDD Laws umumnya didasarkan pada kombinasi prinsip teritorialitas objektif dan prinsip 

nasionalitas aktif. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks SCDD Laws kontroversial karena: 

(a) sulitnya menentukan "efek substansial" dalam rantai pasok yang kompleks; (b) potensi overlapping 

jurisdiction antara berbagai negara yang mengadopsi SCDD Laws; dan (c) implikasi terhadap kedaulatan 

hukum negara tempat pemasok beroperasi. 

Dari perspektif WTO, SCDD Laws dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensinya dengan 

kewajiban-kewajiban perdagangan internasional. Meskipun GATT Article XX menyediakan exceptions 

untuk tujuan tertentu (seperti perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia), penerapan SCDD Laws harus 
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memenuhi syarat "necessity" dan tidak diskriminatif. Kompleksitas ini telah menimbulkan kekhawatiran 

mengenai potensi SCDD Laws menjadi non-tarif. 

 

Fragmentasi dan Tumpang Tindih Regulasi 

Lanskap SCDD Laws saat ini sangat fragmentasi, dengan berbagai yurisdiksi mengadopsi standar yang 

berbeda-beda. Fragmentasi ini menciptakan beberapa tantangan hukum: 

Pertama, beban kepatuhan ganda (double compliance burden). Perusahaan multinasional yang 

beroperasi di berbagai yurisdiksi harus mematuhi berbagai set regulasi yang mungkin saling bertentangan 

atau tumpang tindih. Misalnya, perbedaan dalam definisi "supply chain", cakupan yurisdiksi, standar due 

diligence yang diwajibkan, dan mekanisme pelaporan menciptakan kompleksitas operasional dan biaya 

kepatuhan yang signifikan. 

Kedua, legal uncertainty. Perbedaan dalam terminologi dan konsep hukum menciptakan 

ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Konsep "due diligence" itu sendiri tidak didefinisikan secara 

seragam. German LkSG menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang relatif 

fleksibel, sementara French Duty of Vigilance Law menggunakan pendekatan yang lebih absolut. Proposal 

CSDDD mencoba menyatukan standar, namun kompromi politik dalam proses legislasi Uni Eropa seringkali 

menghasilkan teks yang ambigu. 

Ketiga, forum shopping dan regulatory arbitrage. Perusahaan mungkin tertarik untuk mengalihkan 

operasi atau struktur korporasi mereka ke yurisdiksi dengan regulasi yang lebih longgar, menciptakan "race 

to the bottom" dalam konteks SCDD. Namun, efek ini mungkin terbatas karena SCDD Laws seringkali 

berlaku berdasarkan kriteria omset global atau keberadaan di pasar Uni Eropa, bukan hanya domisili hukum. 

 

Tantangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

UMKM menghadapi tantangan hukum dan praktis yang sangat signifikan dalam konteks SCDD Laws. 

Meskipun sebagian besar SCDD Laws secara langsung hanya berlaku bagi perusahaan besar, dampaknya 

dirasakan secara tidak langsung oleh UMKM yang menjadi pemasok atau subkontraktor bagi perusahaan 

besar tersebut. 

Dari perspektif hukum, UMKM seringkali tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan mematuhi 

berbagai persyaratan due diligence yang kompleks. German LkSG secara eksplisit mempertimbangkan 

ukuran pemasok dalam menilai kewajiban due diligence perusahaan induk, namun ini tidak menghilangkan 

beban substantif bagi UMKM untuk menyediakan informasi dan mematuhi standar tertentu. 

Proposal CSDDD Uni Eropa berisi ketentuan khusus mengenai UMKM, termasuk kewajiban bagi 

perusahaan besar untuk mendukung kapasitas UMKM dalam memenuhi standar due diligence. Namun, 

implementasi ketentuan ini masih belum jelas dan mungkin tidak mencukupi untuk mengatasi disparitas 

kapasitas yang fundamental. 

Dari perspektif ekonomi, SCDD Laws dapat menciptakan barrier to entry bagi UMKM di negara 

berkembang untuk mengakses pasar Uni Eropa. Jika biaya kepatuhan terlalu tinggi, perusahaan besar 

mungkin memilih untuk mengurangi jumlah pemasok mereka atau beralih ke pemasok di negara dengan 

infrastruktur kepatuhan yang lebih baik, secara efektif mengecualikan UMKM dari rantai pasok global. 

 

Tantangan Verifikasi dan Bukti Hukum 
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Verifikasi kepatuhan dengan SCDD Laws menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Bagaimana 

regulator atau pengadilan dapat memverifikasi bahwa perusahaan telah melakukan due diligence yang 

"memadai" terhadap ribuan atau puluhan ribu pemasok di berbagai negara? 

Tantangan ini meliputi:  

a) bukti dokumentasi yang mungkin berada di yurisdiksi lain dan tunduk pada aturan privasi data yang 

berbeda;  

b) kredibilitas audit pihak ketiga yang seringkali menjadi dasar verifikasi;  

c) tantangan bahasa dan budaya dalam menilai dokumen dari berbagai negara; dan 

d) potensi untuk "audit fatigue" di mana pemasok dikepung oleh berbagai permintaan audit dari 

berbagai pembeli. 

 

Dalam konteks litigasi, beban pembuktian (burden of proof) menjadi isu krusial. French Duty of 

Vigilance Law meletakkan beban substantif pada perusahaan untuk membuktikan bahwa mereka telah 

melakukan due diligence yang memadai, sementara pihak penggugat hanya perlu membuktikan adanya 

kerugian dan hubungan kausal yang memadai. Namun, membuktikan kausalitas antara kegagalan due 

diligence dan kerugian spesifik seringkali sangat sulit, terutama dalam rantai pasok yang panjang dan 

kompleks. 

 

Konflik dengan Hukum Nasional dan Kebijakan Pembangunan 

SCDD Laws dapat menciptakan konflik dengan hukum nasional dan kebijakan pembangunan negara 

berkembang. Beberapa contoh konflik potensial: 

Pertama, konflik dengan hukum ketenagakerjaan nasional. Standar upah dan kondisi kerja yang 

diwajibkan oleh SCDD Laws mungkin berbeda dari yang diatur dalam hukum nasional negara pemasok. 

Meskipun SCDD Laws umumnya merujuk pada standar internasional (seperti ILO conventions), penerapan 

standar tersebut dapat bertentangan dengan kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk menjaga daya 

saing berbasis biaya tenaga kerja rendah. 

Kedua, implikasi terhadap kedaulatan regulasi.Negara berkembang mungkin menganggap SCDD 

Laws sebagai bentuk "regulatory imperialism" di mana negara maju mengesahkan standar mereka secara 

unilateral tanpa konsultasi yang memadai. Ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan bilateral dan 

multilateral. 

Ketiga, dampak terhadap strategi industrialisasi. Banyak negara berkembang mengandalkan integrasi 

ke dalam rantai pasok global sebagai strategi industrialisasi. Jika SCDD Laws menciptakan barrier yang 

tidak dapat diatasi oleh industri lokal, ini dapat menghambat upaya pembangunan ekonomi dan pengentasan 

kemiskinan. 

 

Implikasi Hukum Terhadap Negara Berkembang 

Aspek Kedaulatan Ekonomi dan Hukum 

Implikasi SCDD Laws terhadap kedaulatan ekonomi negara berkembang merupakan isu yang sangat 

sensitif. Dalam sistem perdagangan internasional yang berbasis pada prinsip sovereign equality of states, 

setiap negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan ekonomi dan sosialnya sendiri sesuai dengan 

kondisi dan prioritas nasionalnya. 

SCDD Laws, dengan efek extraterritorialnya, secara de facto mengesahkan standar tertentu yang 

mungkin tidak sesuai dengan kapasitas atau prioritas negara berkembang. Ini menciptakan tension antara: 
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(a) hak negara maju untuk melindungi nilai-nilai sosial dan lingkungan melalui regulasi yang berdampak 

pada perdagangan; dan (b) hak negara berkembang untuk menentukan jalur pembangunannya sendiri. 

Dalam konteks hukum internasional, isu ini berkaitan dengan prinsip non-intervention dalam urusan 

dalam negeri (Article 2(7) UN Charter) dan prinsip self-determination of peoples. Meskipun argumen bahwa 

SCDD Laws merupakan bentuk intervensi mungkin sulit dipertahankan secara hukum karena tidak 

melibatkan paksaan militer atau politik langsung, efek ekonominya dapat sangat signifikan dan membatasi 

ruang kebijakan negara berkembang. 

Implikasi terhadap Akses Pasar dan Daya Saing 

Dari perspektif perdagangan internasional, SCDD Laws dapat berfungsi sebagai technical barriers to 

trade (TBT) atau sanitary and phytosanitary measures (SPS) yang efektif membatasi akses pasar. Meskipun 

tujuan SCDD Laws (perlindungan HAM dan lingkungan) secara inheren legitimate, implementasinya dapat 

diskriminatif atau lebih trade-restrictive daripada yang diperlukan. 

Negara berkembang telah mengungkapkan kekhawatiran ini dalam berbagai forum internasional. 

Misalnya, dalam proses konsultasi WTO mengenai trade and environmental sustainability, beberapa anggota 

WTO dari negara berkembang telah menyuarakan kekhawatiran bahwa regulasi unilateral seperti SCDD 

Laws dapat menyimpang dari prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) yang diakui dalam 

hukum lingkungan internasional. 

Dampak konkretnya adalah bahwa produsen di negara berkembang mungkin kehilangan daya saing 

atau bahkan kehilangan akses ke pasar Uni Eropa jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan due 

diligence. Ini dapat berkontribusi pada "deglobalisasi" terpilih atau relokasi rantai pasok yang merugikan 

negara berkembang. 

 

Implikasi terhadap Hubungan Antar-Negara 

SCDD Laws juga memiliki implikasi diplomatik dan politis. Negara-negara yang menjadi target utama 

SCDD Laws (seperti negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin) mungkin merasa bahwa regulasi ini 

mencerminkan hubungan asimetris dalam tatanan ekonomi global. Persepsi ini dapat memperburuk 

ketegangan dalam hubungan bilateral dan multilateral. 

Selain itu, SCDD Laws dapat menciptakan incentive untuk "regulatory competition" di mana negara 

berkembang merasa tertekan untuk menaikkan standar regulasi mereka secara prematur, bahkan ketika 

kapasitas administratif dan ekonomi mereka belum siap. Meskipun peningkatan standar secara umum positif, 

jika dilakukan terlalu cepat tanpa dukungan yang memadai, ini dapat menyebabkan dislocation ekonomi dan 

sosial. 

 

KESIMPULAN 

1. Supply Chain Due Diligence Laws merupakan perkembangan signifikan dalam hukum perdagangan 

internasional kontemporer yang mencerminkan evolusi dari konsep corporate social responsibility 

menuju corporate legal responsibility. Regulasi-regulasi seperti German LkSG, French Duty of Vigilance 

Law, dan proposal EU CSDDD menandai shift paradigmatik dalam cara hukum internasional mengatur 

tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan di sepanjang rantai pasok global. 

2. Implementasi SCDD Laws menghadapi tantangan hukum fundamental yang belum sepenuhnya teratasi. 

Tantangan utama meliputi: (1) aspek extraterritoriality yang menguji batas-batas yurisdiksi hukum 

internasional dan berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan; (2) fragmentasi regulasi yang 

menciptakan beban kepatuhan ganda dan ketidakpastian hukum; (3) dampak disproporsional terhadap 
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UMKM yang memiliki kapasitas terbatas untuk mematuhi standar kompleks; (4) tantangan verifikasi dan 

bukti dalam konteks rantai pasok global; dan (5) potensi konflik dengan hukum nasional dan strategi 

pembangunan negara berkembang. 

3. Implikasi hukum SCDD Laws terhadap negara berkembang sangat signifikan. Selain aspek kedaulatan 

ekonomi dan hukum, SCDD Laws dapat berfungsi sebagai non-tariff barriers yang efektif membatasi 

akses pasar dan daya saing produsen di negara berkembang. Meskipun tujuan SCDD Laws secara inheren 

legitimate, implementasi yang tidak mempertimbangkan konteks dan kapasitas negara berkembang dapat 

menghasilkan efek yang bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. 
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